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JI. Melati No. 17 Denpasar, Telepon (0361) 237919, 237920 Fax 237921

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, kertas kerja Pengelolaan Risiko
pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar periode 1 Januari sd. 31 Desember 2026 ini
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kertas kerja ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi para stakeholder terkait, sebagai pertimbangan dalam
pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengelolaan risiko dilakukan pada tingkat strategis Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), tingkat operasional serta fraud. Kertas kerja ini memuat penetapan risiko
strategis, penetapan risiko operasional dan penetapan risiko fraud serta proses analisis
risiko-risiko yang ada di Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Penyusunan kertas kerja ini telah memperhatikan Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada
Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan kertas kerja ini. Selanjutnya, kami berharap agar
kertas kerja ini dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Desember 2025
ota Denpasar
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Gde Made/Bhaju Pravita, MM
“Pembina Tk. I/ Gol IV b
NIP. 196811141998031003
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Form 2.b

Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang Dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

Pemerintah Kota Denpasar

Tahun 2026

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sumber Data

Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029

Tujuan Strategis

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sasaran Strategis

Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD

IKU Renstra OPD No IKU Target
1 Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan 100%
DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan °
2 Persentase kepuasan layanan kesekretariatan 91.18%
DPRD
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100%

Tujuan, Sasaran, IKU, Program
yang akan dilakukan penilaian
risiko

Tujuan strategis:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD

IKU Strategis:

1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-

Undangan

2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD

Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD




Form 2.c.1
Format Penetapan K ks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang Dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

Pemerintah Kota Denpasar

Tahun 2026

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sumber Data

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Program Sekretariat DPRD Kota
Denpasar (Renja Tahun 2026) dan
Kegiatan Utama

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Utama:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

6. Pelal 1 dan Peng Kode Etik DPRD

7. Fasilitasi Tugas DPRD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

13. Layanan Administrasi DPRD

@

Keluaran/ Hasil Kegiatan

No Nama Keluaran/Hasil Kegiatan Target
1 _|Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100%
2 |Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran 100%
3 |Persentase Fasilitasi Peng Penyelenggaraan Pemerintah 100%
4 |Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 100%
5 |Persent Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100%
6 |Persentase Fasilitasi Pelak dan Pengawasan Kode Etik DPRD 100%
7 |Persentase Fasilitasi Tugas DPRD 100%
8 |Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan 100%
9 |Persentase Penatausahaan Administrasi Umum 100%
10 [Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor 100%
11 [Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%
12 |Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100%
13 |Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD 100%

Program, Kegiatan dan
Keluaran/Hasil Kegiatan yang
akan dilakukan penilaian risiko

Program: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelak 1 dan Peng Kode Etik DPRD

7. Fasilitasi Tugas DPRD

Keluaran/Hasil Kegiatan:

Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD

Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Per Fasilitasi Pelak dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Persentase Fasilitasi Tugas DPRD

SH v (0 N

Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

6. Layanan Administrasi DPRD

Keluaran/Hasil Kegiatan:

1. Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan
2. Persentase Penatausahaan Administrasi Umum

3. Persentase Penatausahaen Jasa Penunjang




Form 2.c.2
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang Dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

Pemerintah Kota Denpasar

Tahun 2026

RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sumber Data

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026

Tujuan Strategis

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Program Sekretariat DPRD Kota
Denpasar (Renja Tahun 2026) dan
Kegiatan Utama

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Utama:

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

7. Fasilitasi Tugas DPRD

8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah

10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

13. Layanan Administrasi DPRD

Keluaran/ Hasil Kegiatan

No Nama Keluaran/Hasil Kegiatan Target
1 _[Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100%
2 _|Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran 100%
3 _|Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 100%
4 |Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 100%
5 |Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100%
6 |Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 100%
7 _|Persentase Fasilitasi Tugas DPRD 100%
8 |Persentase Penat: haan Administrasi Keuangan 100%
9 |Persentase P haan Administrasi Umum 100%
10 [Persentase P ahaan Jasa Penunjang Kantor 100%
11 |Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%
12 |Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100%
13 |Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD 100%

Program, Kegiatan dan
Keluaran/Hasil Kegiatan yang
akan dilakukan penilaian risiko

Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

6. Layanan Administrasi DPRD

Keluaran/Hasil Kegiatan:

1. Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan

2. Persentase Penatausahaan Administrasi Umum

3. Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor

4. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

5. Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
6. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD

Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan:

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas DPRD

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD
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eluaran/Hasil Kegiatan:
Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran
Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntah

Persentase Fasilitasi Penyelenggaraa
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan
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Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda Pemerintah Kota Denpasar

Nama OPD

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis

ujuan
Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi

Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Tahun 2026

Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
san Pemerintahan

Unsur

Sasaran :
Meningkatnya Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan DPRD

dengan bukti-bukti pengeluaran

ang tidak benar

Sekretaris DPRD |

aan pengelolaan keuangan

Program Dukungan Pelaksanaan |Ketepatan Penetapan Perda |Terjadinya keterlambatan dalam | RS0.26.34.03.01 |Sekretaris DPRD |Kurangnya keterampilan atau Internal Pelaksanaan dukungan Sekretariat DPRD
Tugas dan Fungsi DPRD APBD Tahun N penyediaan dukungan pemahaman pegawai mengenai administratif dan fasilitasi
administratif untuk pelaksanaan prosedur fasilitasi pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi
Persentase Penetapan tugas dan fungsi DPRD tugas dan fungsi DPRD DPRD tidak berjalan secara
Ranperda Tahun N optimal
Penyusunan perencanaan ) Penyusuna_n anggaran berdasgrkan Pelaksanaan pengel_ol_aan )
Persentase Pengawasan anggaran yang kurang tepat RF.26.34.03.01 Sekretaris DPRD |data yang tidak lengkap atau tidak (Internal anggaran berpotensi tidak  |Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan akurat tepat sasaran
Pemerintah Penyusunan/Penyampaian
Laporan Peﬁanggyngjawaban RF 26.34.03.02 Sekretaris DPRD Belum optimalnya pengawasan Internal Adanya potensi kerugian Sekretariat DPRD
dengan bukti-bukti pengeluaran pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan daerah
ang tidak benar
Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Belum optimalnya pelayanan RS0.26.34.03.02 |Sekretaris DPRD [1. Proses administrasi berjalan Internal Proses kerja mengalami Sekretariat DPRD
Pemerintahan Daerah Layanan Kesekretariatan kesekretariatan DPRD tidak sesuai dengan prosedur yang hambatan dan efektivitas
Kabupaten/Kota telah ditetapkan dalam memfasilitasi
2. Pegawai belum memiliki kegiatan menjadi berkurang
keterampilan atau pemahaman
yang memadai terkait prosedur
yang berlaku
3. Ketersediaan sarana dan
prasarana yang masih belum
memadai
4. Kegiatan penguatan internalisasi
di tiap unit kerja atau dialog kinerja
tidak dilakukan secara rutin
Penyusunan perencanaan Penyusunan anggaran berdasarkan Pelaksanaan pengelolaan
RF.26.34.03.17 Sekretaris DPRD |data yang tidak lengkap atau tidak |Internal anggaran berpotensi tidak  |Sekretariat DPRD
anggaran yang kurang tepat akurat tepat sasaran
Penyusunan/Penyampaian -
Laporan Pertanggungjawaban RF 26.34.03.18 Belum optimalnya pengawasan -




Form 3.c

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda
Nama OPD

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis
Sasaran Strategis OPD
Urusan Pemerintahan
R

ey
Program Dukungan

: Pemerintah Kota Denpasar

: Sekretariat DPRD Kota Denpasar
: Tahun 2026

: Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029
: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

k Fasilitasi F

DPRD

Pelaksanaan Tugas dan Fungsil
DPRD
Kurangnya keterampilan
Fasilitast Perb Ring atau pem?haman staf Proses kerja menjadi
Pembentukan Peraturan & Penyelesaian pembahasan g 2 terhambat dan kurang "
Daerah dan Peraturan DPRD ;;r;t';uan Daerah dan Peraturan F p tidak tepat waktu RO0.26.34.03.01 :{an). Internal efektif dalam memfasilitasi Sekretariat DPRD
o |kegiatan
DPRD
[ Kabag P tidak Pelaksanaan pengelolaan
Perencanaan Penyusunan pesencanaan RF.26.34.03.03 dan Perundang- berdasarkan data yang lengkap atau |Internal b i tidak DPRD
anggaran yang kurang tepat
Undangan akurat tepat sasaran
|Penyusunan/Penyampaian =
4 Kabag Persidangan . 3 5
N Laporan Pertanggungjawaban = Belum optimalnya pengawasan /Adanya potensi kerugian 2
Pertanggungjawaban dengan bukti-buki RF.26.34.03.04 dan Perundang: pel 4 Internal Keuangan daersh Sekretariat DPRD
: Undangan
pengeluaran yang tidak benar
Tidak Tercapainya Survei
Kepuasan Pelayanan
"Pelayanan Pembahasan
Rancangan KUA dan PPAS
serta KUA dan PPAS [Rendahnya perolehan nilai salah satu 3 i
is; L Fasilitasi o Perubahan”, "Pelayanan Kabag Fasilitasi unsur komponen "Kompetensi Prilaku” z;s::‘:;”:a:‘:?ad'
Anogaran |Kebiiakan An ! 'ra: Pembah. R ROO0.26.34.03.02 Penganggaran dan  (karena kurangnya keterampilan atau |Internal efekiif dalam mevv:?:gilitasi Sekretariat DPRD
99 jal 9ga Peraturan Daerah tentang P staf i prosedur kegiatan
/APBD dan APBD Perubahan”, |fasilitasi kegiatan tersebut 9
"Pelayanan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
| Kabag Fasilitasi P Pelaksanaan pengelolaan
Perencanaan Renyusunan perencanaan RF.26.34.03.05 Penganggaran dan |data yang tidak lengkap atau tidak Internal b i tidak DPRD
|anggaran yang kurang tepat
Pengawasan akurat tepat sasaran
Pertanggungjawaban ﬁ:mﬂzx::xx:ﬁm RF.26.34.03.06 gz:agnFBSizaviSi(ian Belusm optimslniya pergaiwasan Internal (Adainya potenst Keripian Sekretariat DPRD
ggungya dengan bukti-bukti R P gangga keuangan daerah ©
. ‘engawasan
pengeluaran yang tidak benar
Tidak Tercapainya Survei
Kepuasan Pelayanan Rend: P
i A i lahnya perolehan nilai salah satu 2 £
Fasiitasi ‘ ;:::;::::s: :aosg;aDs: Fungsi Kabag Fasilitasi unsur komponen "Kompetensi Prilaku” :r:s:'::;n:a:‘:ﬂj’:z;
Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintah Pelaksanaan “Pelayanan Pembahasan R0O0.26.34.03.03 Penganggaran dan  |karena kurang'nay’a keteramPZ?:s ael::r Internal efoktif dataim memnfesiitasi Sekretariat DPRD
Laporan Keterangan e kegiatan
Pertanggungiawaban Kepala fasilitasi kegiatan tersebut
Daerah”
Kabag Fasilitasi Penyusunan anggaran berdasarkan Pelaksanaan pengelolaan
Perencanaan Penyusunan perencanaan RF.26.34.03.07 Penganggaran dan |data yang tidak lengkap atau tidak Internal r b i tidak DPRD
anggaran yang kurang tepat
Pengawasan akurat tepat sasaran
Pertanggungjawaban f::::u::gx::g:.g:;;an RF .26.34.03.08 g::ag:asaimszan Belum optimalnya pengawasan Intemal Adanya potensi kerugian Sekretariat DPRD
ggungja dengan bukti-bukti U P gangg keuangan daerah retana
. 'engawasan
P yang tidak benar
Terjadi kesalahan prosedur h(‘abag Ui gan TKurar_lgnya pemaha_r'nan. pegawai Proses kerja menjadi
i ; Fasilitasi F dalam proses fasilitasi ROO.26.34.03.04 Kauangan d.a" f”"“" pr_osedur fasﬁ:ia si, termasuk intainal terhambat dan kurang .
Peningkatan Kapasitas DPRD Kapasitas DPRD Pelaksanaan pelaksanaan peningkatan .26.34.03. L(::;:? 13 :::a nternal efektif dalam memfasifiasi Sekretariat DPRD
8 F pi p :
kapasitas DPRD Udangan i farialt kegiatan
Kabag Umum dan
|Ketidaktepatan dalam Keuangan dan Proses Penyusunan anggaran Alokasi anggaran tidak
RF.26.34.03.09 Kabag i i tanpa di oleh data  |Internal sesuai prioritas dan Sekretariat DPRD
anggaran dan Perundang- yang memadai atau tepat |kebutuhan organisasi
Undangan

Hal1




Penyusunan atau

Kabag Umum dan

penyampaian laporan dan F atas
j 1 RF.26.34.03.10 Kabag F K belum Internal C bagi DPRD
dengan melampirkan bukti dan Perundang- |dilakukan secara optimal daerah
[pengeluaran yang tidak valid Undangan
N N Rendahnya perolehan nilai salah satu o "
Penyerapan dan Persentase Fasilitasi E:a:a’ls'::‘c:[;znz:as:‘wel Kabag Fasilitasi unsur komponen “Kompetensi Prilaku” : mam::(n:ar:::{': ‘:
Penghimpunan Aspirasi dan [P . P! Y R0O0.26.34.03.05 Penganggaran dan  |karena kurangnya keterampilan atau |Internal C = g . |Sekretariat DPRD
AT Pl 'Pelayanan Pelaksanaan o efektif dalam memfasilitasi
Masyarakat F Aspirasi Reses” staf prosedur kegiatan
fasilitasi kegiatan tersebut >
Kabag Fasilitasi F kan Pelaksanaan pengelolaan
Perencanaan ::nwrs::anﬁzr:::na'::m RF.26.34.03.11 Penganggaran dan |data yang tidak lengkap atau tidak Internal C berp i tidak DPRD
ggaran yang 9 Pengawasan akurat tepat sasaran
Penyusunan/Penyampaian _—
A Kabag Fasilitasi % . N
Pertanggungjawaban Lapoeas Per.hngg.u ngjawaban RF.26.34.03.12 Penganggaran dan Belum optimainya pengawasan Internal C Adanya patensi keiugian Sekretariat DPRD
dengan bukti-bukti P keuangan daerah
" engawasan
[pengeluaran yang tidak benar
s Tidak tercapainya target Kabag Fasilitasi " . .
F dan P F Fasilitasi F e o b Tidak adanya pelanggaran kode etik Kegiatan berpotensi tidak E
Kode Etik DPRD dan Pengawasan Kode Etik DPRD Pelaksanaan :(:::2: uf‘asﬂnwﬂ kegiatan ROO.26.34.03.06 g::garvlvgag:v:n dan DPRD Ekstemnal uc | taksanakan Sekretariat DPRD
S O
[ Kabag Fasilitasi Penyusunan anggaran berdasarkan Iﬁelaksanaan pengelolaan
Perencanaan ::"y:f::a"npe;:'::"t;a' RF.26.34.03.13 Penganggaran dan |data yang tidak lengkap atau tidak Internal C P i tidak DPRD
9 yang 9 Pengawasan akurat tepat sasaran
fae:oy:j:: 'F"ae"rg’:;;:r’:‘g?::anhan Kabag Fasilites] Belum optimalnya pengawasan /Adanya potensi kerugian
Pertanggungjawaban " . RF.26.34.03.14 Penganggaran dan Internal C Sekretariat DPRD
dengan bukti-bukti Pen an P keuangan daerah
pengeluaran yang tidak benar g
Terbatasnya undangan pelatihan . _
Tidak tercapainya target Kabag Persidangan |terkait prosedur fasilitasi bagi staf Zm:;’i:em":::'
Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Fasilitasi Tugas DPRD  |Pelaksanaan kinerja fasilitasi kegiatan RO0.26.34.03.07 dan F hi ya i i/ Internal (o3 - g . |Sekretariat DPRD
tnd efektif dalam memfasilitasi
tersebut L tentang p dan .
1 erubahan kebijakan terkait
Kabag F P tidak Pelaksanaan pengelolaan
Perencanaan :’:nyu’s::an"pezt:::na':na‘ RF.26.34.03.15 dan Perundang- berdasarkan data yang lengkap atau |Internal C b i tidak DPRD
gearan yang gtep Undangan akurat tepat sasaran
Penyusunan/Penyampaian %
4 Kabag Persidangan " . A
Pertanggungjawaban  |-2POran Pertanggungjawaban |oc 5 14 o3 16 dan Perundang-  |C¢\um optimalnya pengawasan Internal c Adanya potensi kerugian |\ o1 it DPRD
dengan bukti-bukti keuangan daerah
] Undangan
[pengeluaran yang tidak benar
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
P kan Pelaksanaan pengelolaan
Perencanaan :""V“f;‘:""n"eﬁ'r‘::"‘::“m RF.26.34.03.17 Sekretaris DPRD  |data yang tidak lengkap atau tidak  [Internal c i tidak DPRD
UG YANG ep akurat tepat sasaran
|Penyusunan/Penyampaian
|Pertanggungjawaban  |-2Poran Pertanggungjawaban | 56 34 3 18 Sekretaris DPRD | 2¢/Um optimalnya pengawasan Internal c Adanya potensi kerugian | 1o o ppRD

dengan bukti-bukti

[pengeluaran yang tidak benar

keuangan daerah

Hal 2




i
Terjadinya kekurangan dalam

Kabag Umum dan

Perhitungan gaji dan tunjangan ASN

p
anggaran

Keuangan

Penyusunan atau
|penyampaian laporan

Kabag Umum dan

|sasaran

Perangkat Daerah Administrasi Keuangan S tuniangan As?:" dan ROO26:34.03.08 Keuangan yang tidak akurat Internal Sekretariat DPRD
Ketidaktepatan dalam
" RF .26.34.03.19 Kabag Umum ddn Internal Sekretariat DPRD

Pemantauan atas pelaksanaan

Berpotensi menimbulkan

Hal3

F p RF.26.34.03.20 Koiianga pengelolaan keuangan belum Internal bagi DPRD
dengan melampirkan bukti 9 dilakukan secara optimal daerah
pengeluaran yang tidak valid
(Capaian kinerja Eabag Umn:;:ndan i dtau Proses kerja menjadi
i Umum F |penatausahaan administrasi L 4 " terhambat dan kurang
Daerah Administrasi Umum Pelaksanaan umum tidak memenuhi target Al :::ag pogawal " ftsmal efektif dalam memfasilitasi RERD
yang ditetapkan Undarigan kegiatan
Kabag Umum dan
Ketidaktepatan dalam Keuangan dan Proses Penyusunan anggaran . .
RF 26.34.03.21 Kabag Persi tanpa di oleh data [Interal [Alokasi anggaran fidak (epalls.  etariat DPRD
langgaran dan Perundang- yang memadai atau tepat sasal
Undangan
F atau Kabag Umum dan
[penyampaian laporan K dan F atas Berpotensi menimbulkan
F P ji i RF.26.34.03.22 Kabag P belum Internal ian bagi DPRD
dengan melampirkan bukti dan Perundang- dilakukan secara optimal daerah
yang tidak valid Undangan
1. Pegawai belum memiliki kompetensi|
i + atau pemahaman yang memadai Proses kerja menjadi
9 4 Pelayanan jasa penunjang % -
F Jasa F P Jasa - " Kabag Umum dan terkait adanya perubahan kebijakan dan kurang N
\iussri P Dasrah Kardor: Pelaksanaan I‘:a:::‘r-l 'l:::'um tersedia sesuai  |RO0.26.34.03.10 » 2. Peny o daftar Internal efektif dalam memfasilitasi Sekretariat DPRD
o liasa penunjang kantor tidak dilakukan kegiatan
tepat waktu.
Ketidaktepatan dalam Proses Penyusunan anggaran v i
p P RF .26.34.03.23 Kabag Umum dan | o an tanpa didukung oleh data  [Internal Alokasi anggaran tidak tepat|q.\ 1. ot DPRD
Keuangan i {sasaran
anggaran yang memadai atau tepat
Penyusunan atau
penyampaian laporan Kabag Umum dan Pemantauan atas pelaksanaan Berpotensi menimbulkan
F ji i RF.26.34.03.24 Keuaz n pengelolaan keuangan belum Internal ian bagi DPRD
dengan melampirkan bukti ga dilakukan secara optimal daerah
pengeluaran yang tidak valid
1. Pemeliharaan barang milik daerah 1. Menurunnya kinerja
tidak memiliki jadwal dan prioritas pemanfaatan BMD, karena
yang jelas akibat perencanaan yang barang tidak terpelihara
Pemeliharaan Barang Milik " Tidak tercapainya target kurang sistematis dengan baik
Daerah Penunjang ::;:e Sata;:hPemhharaan Barang |pejaksanaan kinerja pemeliharaan Barang |RO0.26.34.03.11 z::g l;r:um dan 2. Keterbatasan staf yang bertugas  |Internal 2. Kerusakan atau Sekretariat DPRD
Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah 9 i isasi penurunan nilai aset, yang
barang milik daerah, sehingga barang dapat menimbulkan
milik daerah tidak dipelihara secara gi bagi
Pr'n daerah
Ketidaktepatan dalam oses Penyusunan anggaran ;
E RF 26.34.03.25 Kabag Umum dan | gy an tanpa didukung oleh data [Interal Alokasi anggaran tidak tepat .\ 1. riat pPRD
Keuangan A sasaran
anggaran ng memadai atau tepat




Penyusunan atau
[penyampaian laporan e —— Pemantauan atas pelaksanaan [Berpotensi menimbulkan
Pertanggungjawaban pertanggungjawaban dilakukan |RF.26.34.03.26 Keuag i pengelolaan keuangan belum Internal gian bagi DPRD
dengan melampirkan bukti 9 dilakukan secara optimal daerah
pengeluaran yang tidak valid
|Penyediaan hak keuangan
e Belum optimalnya pelaksanaan| Kurangnya pemahaman pegawai DPRD berpotensi tidak
k"".“":‘t ongen don Persentase Pasiltasi Hak Keuangan |pejaksanaan fasiitasi penyediaan hak RO026340312  |Kabag Umum dan ; o p Internal diberikan tepat wakiu atau |Sekretariat DPRD
escjanteran S keuangan DPRD g fasilitasi kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan yang
berlaku
Ketidaktepatan dalam Proses Penyusunan anggaran , :
P RF 26.34.03.27 Kabag Umum dan | gilakukan tanpa didukung olch data  [Infemal (okasi anggaran fidak 1ePall e etariat DPRD
anggaran 9 yang memadai atau tepat
Penyusunan atau
[penyampaian laporan Pemantauan atas pelaksanaan Berpotensi menimbulkan
Per b i i RF 26.34.03.28 x::g U'r"“"" dan | engelolaan keuangan belum Internal jan bagi DPRD
dengan melampirkan bukti oo dilakukan secara optimal daerah
|pengeluaran yang tidak valid
1. Terbatasnya undangan pelatihan
terkait prosedur fasilitasi bagi staf
I . [sehingga i i/ Proses kerja menjadi
Layanan i DPRD i le“a:;k P x:;::i:x:gfe;;g R00.26.34.03.13 ::: a:erundang» pemahaman tentang prosedur dan  |,0ye ) teitiambat dan kirang DPRD
i:)PR’D tersebut e \iadangan perubahan kebijakan terkait efektif dalam memfasilitasi
9 2. Kesulitan dalam memprediksi kegiatan
lagenda DPRD untuk dapat difasilitasi
1z kebutt
Kabag F P tidak [Pelaksanaan pengelolaan
Perencanaan ::nw's::annperkel‘r::ntna‘ RF.26.34.03.29 dan Perundang- berdasarkan data yang lengkap atau |Internal berp i tidak DPRD
agaran yang 9= Undangan akurat
Penyusunan/Penyampaian .
4 Kabag Persidangan 5
|Pertanggungjawaban I&::;;z";m‘f&? nglavabar RF.26.34.03.30 dan Perundang- Bellulm optimalnya pengawasan Internal riat DPRD
pengeluaran yang tidak benar Undangan

Hala




FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

. Pemerintah Kota Denpasar

. Tahun 2026

. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
. _Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Analisis Risiko

"Risiko" yang Teridentifikasi

Kode Risiko

Skala Dampak

Skala Kemungkinan

Skala Resiko

b

c

d

e

f=dxe

Risiko Strategis Pemda

NIHIL

Risiko Strategis OPD

Terjadinya keterlambatan dalam
penyediaan dukungan
administratif untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD

RS0.26.34.03.01

Belum optimalnya pelayanan
kesekretariatan DPRD

RS0.26.34.03.02

Risiko Operasional OPD

Penyelesaian pembahasan
ranperda tidak tepat waktu

R00.26.34.03.01

Tidak Tercapainya Survei
Kepuasan Pelayanan "Pelayanan
Pembahasan Rancangan KUA
dan PPAS serta KUA dan PPAS
Perubahan", "Pelayanan
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan APBD Perubahan",
"Pelayanan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
APBD"

R0O0.26.34.03.02

Tidak Tercapainya Survei
Kepuasan Pelayanan "Pelayanan
Fasilitasi Fungsi Pengawasan
DPRD", "Pelayanan
Pembahasan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah"

R0O0.26.34.03.03

Terjadi kesalahan prosedur
dalam proses fasilitasi
pelaksanaan peningkatan
kapasitas DPRD

R0O0.26.34.03.04

Tidak Tercapainya Survei
Kepuasan Pelayanan "Pelayanan
Pelaksanaan Reses"

R00.26.34.03.05

Tidak tercapainya target kinerja
fasilitasi kegiatan tersebut

R0OO0.26.34.03.06

Tidak tercapainya target kinerja
fasilitasi kegiatan tersebut

R0OO0.26.34.03.07

Terjadinya kekurangan dalam
pembayaran gaji dan tunjangan
ASN

R0OO0.26.34.03.08

Capaian kinerja penatausahaan
administrasi umum tidak
memenuhi target yang ditetapkan

R0O0.26.34.03.09

10

Pelayanan jasa penunjang kantor
belum tersedia sesuai kebutuhan

R0OO0.26.34.03.10

1"

Tidak tercapainya target kinerja
pemeliharaan Barang Milik

Daerah

R00.26.34.03.11
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Analisis Risiko

No.

"Risiko" yang Teridentifikasi

Kode Risiko

Skala Dampak

Skala Kemungkinan

Skala Resiko

b

c

d

f=dxe

12

Belum optimalnya pelaksanaan
fasilitasi penyediaan hak
keuangan DPRD

R0OO0.26.34.03.12

2

1

2

13

Tidak tercapainya target kinerja
fasilitasi kegiatan tersebut

R0OO0.26.34.03.13

Risiko Fraud OPD

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.01

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
vang tidak benar

RF.26.34.03.02

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.03

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
vang tidak benar

RF.26.34.03.04

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.05

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
vang tidak benar

RF.26.34.03.06

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.07

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
yangq tidak benar

RF.26.34.03.08

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.09

10

Penyusunan atau penyampaian
laporan pertanggungjawaban
dilakukan dengan melampirkan
bukti pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.10

11

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.11

12

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
vang tidak benar

RF.26.34.03.12

13

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.13

14

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
vang tidak benar

RF.26.34.03.14

15

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.15

16

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
vang tidak benar

RF.26.34.03.16

17

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.17

18

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
vanq tidak benar

RF.26.34.03.18

19

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.19
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Analisis Risiko

No.

"Risiko" yang Teridentifikasi

Kode Risiko

Skala Dampak

Skala Kemungkinan

Skala Resiko

b

Cc

d

f=dxe

20

Penyusunan atau penyampaian
laporan pertanggungjawaban
dilakukan dengan melampirkan
bukti pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.20

2

1

2

21

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.21

22

Penyusunan atau penyampaian
laporan pertanggungjawaban
dilakukan dengan melampirkan
bukti pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.22

23

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.23

24

Penyusunan atau penyampaian
laporan pertanggungjawaban
dilakukan dengan melampirkan
bukti pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.24

25

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.25

26

Penyusunan atau penyampaian
laporan pertanggungjawaban
dilakukan dengan melampirkan
bukti pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.26

27

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan

anggaran

RF.26.34.03.27

28

Penyusunan atau penyampaian
laporan pertanggungjawaban
dilakukan dengan melampirkan
bukti pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.28

29

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang tepat

RF.26.34.03.29

30

Penyusunan/Penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti pengeluaran
vang tidak benar

RF.26.34.03.30
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Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

. Pemerintah Kota Denpasar
. Tahun 2026

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No Risiko Prioritas Kode Risiko F?i:::) Pemilik Risiko Penyebab Dampak
a b Renstra d e f g

NIHIL




Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA

(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

. Pemerintah Kota Denpasar
: Tahun 2026
: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No Risiko Prioritas Kode Risiko Uraian Pengendali*an yang Celah Pengendalian Rencana Tir_ndak Pemilik/Penanggung| Target Wa!(tu
Sudah Ada *) Pengendalian Jawab Penyelesaian
a b c d e f g h
NIHIL
// »‘Dénpasar, 31 Desember 2025

/| Sék \;,tafﬁat DPR
% g 2 -




Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kota Denpasar

- Tahun 2026

. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No Kegiatan Pengendalian yang |Media/Bentuk Sarana Penyedia Penerima Informasi Rencana Waktu | Realisasi Waktu Ketera
dibutuhkan Pengkomunikasian Informasi Pelaksanaan Pelaksanaan ngan
a b c d e f g h

NIHIL

W

Madé Bhaju Pravita, MM




Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda . Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian - Tahun 2026
Tujuan Strategis : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Urusan Pemerintahan - Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
No Kegiatan Pengendalian yang PeBneﬂngtr:‘tzILIl:it%‘;i Penanggung Jawab R:Zf:;:alegu Realisasi Waktu Ket
dibutuhkan . 9 Pemantauan Pelaksaan eterangan
Diperlukan Pemantauan
a b c d e f g
NIHIL

Denpasar, 31 Desember 2025
Sekretariat DPRDKota Denpasar

Ly
\ 7
Ao

Ir. | Gde Made Bhaju Pravita, MM
IP. 196811141998031003




Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kota Denpasar
: Tahun 2026

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No

“Risiko” yang
Teridentifikasi

Kejadian Risiko

Kode Risiko

Tanggal terjadi

Sebab

Dampak

Ket

RTP

Rencana
Pelaksanaan

Realisasi
Pelaksanaan RTP

Ket

Risiko Strategis Pemda

Risiko Strategis OPD

Terjadinya keterlambatan
dalam penyediaan
dukungan administratif
untuk pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD

RS0.26.34.03.01 |-

Belum optimalnya
pelayanan kesekretariatan
DPRD

RS0.26.34.03.02 |-

Risiko Operasional OPD

Penyelesaian
pembahasan ranperda
tidak tepat waktu

ROO0.26.34.03.01 |-

Tidak Tercapainya Survei
Kepuasan Pelayanan
"Pelayanan Pembahasan
Rancangan KUA dan
PPAS serta KUA dan
PPAS Perubahan",
"Pelayanan Pembahasan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
dan APBD Perubahan",
"Pelayanan Pembahasan
Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
APBD"

R0O0.26.34.03.02 |-

Tidak Tercapainya Survei
Kepuasan Pelayanan
"Pelayanan Fasilitasi
Fungsi Pengawasan
DPRD", "Pelayanan
Pembahasan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala Daerah"

R0OO0.26.34.03.03
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No

“Risiko” yang
Teridentifikasi

Kode Risiko

Kejadian Risiko

Tanggal terjadi

Sebab

Dampak

Ket

RTP

Rencana
Pelaksanaan

Realisasi
Pelaksanaan RTP

Ket

Terjadi kesalahan
prosedur dalam proses
fasilitasi pelaksanaan
peningkatan kapasitas
DPRD

R0OO0.26.34.03.04

Tidak Tercapainya Survei
Kepuasan Pelayanan
"Pelayanan Pelaksanaan
Reses"

R0O0.26.34.03.05

Tidak tercapainya target
kinerja fasilitasi kegiatan
tersebut

R0O0.26.34.03.06

Tidak tercapainya target
kinerja fasilitasi kegiatan
tersebut

R0OO0.26.34.03.07

Terjadinya kekurangan
dalam pembayaran gaji
dan tunjangan ASN

R0OO0.26.34.03.08

Capaian kinerja
penatausahaan
administrasi umum tidak
memenuhi target yang
ditetapkan

R0OO0.26.34.03.09

10

Pelayanan jasa
penunjang kantor belum
tersedia sesuai kebutuhan

R0OO0.26.34.03.10

11

Tidak tercapainya target
kinerja pemeliharaan
Barang Milik Daerah

12

R0OO0.26.34.03.11

Belum optimalinya
pelaksanaan fasilitasi
penyediaan hak keuangan
DPRD

R0OO0.26.34.03.12

13

Tidak tercapainya target
kinerja fasilitasi kegiatan
tersebut

R0O0.26.34.03.13

Risiko Fraud OPD

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang
tepat

RF.26.34.03.01

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.26.34.03.02

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang
tepat

RF.26.34.03.03
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No

“Risiko” yang
Teridentifikasi

Kode Risiko

Kejadian Risiko

Tanggal terjadi

Sebab

Dampak

Ket

RTP

Rencana
Pelaksanaan

Realisasi

Pelaksanaan RTP

Ket

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.26.34.03.04

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang
tepat

RF.26.34.03.05

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.26.34.03.06

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang
tepat

RF.26.34.03.07

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar _

RF.26.34.03.08

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.09

Penyusunan atau
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
dilakukan dengan
melampirkan bukti
pengeluaran yang tidak

RF.26.34.03.10

11

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang
tepat

RF.26.34.03.11

12

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.26.34.03.12

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang
tepat

RF.26.34.03.13

14

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.26.34.03.14

15

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang

tepat

RF.26.34.03.15

Hal 3




No

“Risiko” yang
Teridentifikasi

Kode Risiko

Kejadian Risiko

Tanggal terjadi

Sebab

Dampak

Ket

RTP

Rencana
Pelaksanaan

Realisasi
Pelaksanaan RTP

Ket

16

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.26.34.03.16

17

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang
tepat

RF.26.34.03.17

18

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.26.34.03.18

19

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.19

20

Penyusunan atau
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
dilakukan dengan
melampirkan bukti
pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.20

21

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.21

22

Penyusunan atau
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
dilakukan dengan
melampirkan bukti
pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.22

23

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.23

24

Penyusunan atau
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
dilakukan dengan
melampirkan bukti
pengeluaran yang tidak

RF.26.34.03.24

25

valid

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.25

26

Penyusunan atau
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
dilakukan dengan
melampirkan bukti
pengeluaran yang tidak

valid

RF.26.34.03.26

Hal 4




No

“Risiko” yang
Teridentifikasi

Kode Risiko

Kejadian Risiko

Tanggal terjadi

Sebab

Dampak

Ket

RTP

Rencana
Pelaksanaan

Realisasi
Pelaksanaan RTP

Ket

27

Ketidaktepatan dalam
penyusunan perencanaan
anggaran

RF.26.34.03.27

28

Penyusunan atau
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
dilakukan dengan
melampirkan bukti
pengeluaran yang tidak
valid

RF.26.34.03.28

29

Penyusunan perencanaan
anggaran yang kurang
tepat

RF.26.34.03.29

30

Penyusunan/Penyampaia
n Laporan
Pertanggungjawaban
dengan bukti-bukti
pengeluaran yang tidak
benar

RF.26.34.03.30

Hal 5
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